
BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SEI"ATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 04 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2OT9

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diterimanya

Dana Alokasi Umum Tambahan di Kabupaten

Tapin yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2Ol9 sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan Presiden Nomor L29 Tahun 2Ol8

tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, maka

dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di

Kelurahan Tahun Anggaran 2Ol9 di Kabupaten

Tapin, perlu melakukan penyesuaian anggaran

dengan melakukan Perubatran Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2OL9 yang mendahului

penetapan Peraturan Daerah tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2Ol9;

(uy
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b. bahwa Penetapan Perubahan Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam hurrf a diatas

telah sesuai dengan angka V. Hal Khusus

Lainnya pada point LT dalam Lampiran

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38

Tahun 2Ol8 tentang Pedoman Penlrusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2Ol9;

batrwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan hurlf b, perlu

menetapkan Peratarart Bupati tentang

Pembahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin

Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tatrun Anggaran 2Ol9;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,

Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 51, Tambatran l,embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 27561;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang

Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tasrbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a2861;

Undang-Undang Nomor 1 Tatrun 2OO4 tentang

Perbendatraraan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a355);

c.

Mengingat : 1.

2.

3.
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5.

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tabun 2OO4 Nornor 66, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nornor

aaoal;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO4 Nomor 1O4, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor aa2\;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Rrsat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor

726, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor aa3$;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (I-embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor

130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5Oa9);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2074 tentang

Majelis Permusyawaratan Ralqyat, Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Penrakilan Daerah,

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daeratr,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2074 Nomor L82, Tarrbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

6.

7.

8.

3/r
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Undang-Undang Nomor 2 Tatrun 2018 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

LT Tahun 2OL4 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

Ra1ryat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OL8 Nomor 29,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6L871;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2075 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2074 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahrrn

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 56791;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OI4 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292,

Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol8 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran 2019 (I.embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OLB Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6263);

10.

11.
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4502),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ol2 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor l7l,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 53a0);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005

tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 20OS Nomor 737,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a5751;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005

tentang Sistem Informasi Keualgan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OOS Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor +576), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 65 Tahun 2OlO tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2O7O Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5155);

13.

14.
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 467a1;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO7

tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OOT Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2OlO

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 723, Tarnbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2Ol7

tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 52791;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol2

tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indorresia Tahun 2OL2 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 527214

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4

tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 92, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor

5533);

16.

77.

18.

19.

20.

+
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2077

tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6Oall;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017

tentang Hak Keuangan dan Administratif

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2077 Nomor 1O6, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

60s7l;

Peraturan Pemerintatr Nomor 2 Tahun 2018

tentang Standar Pelayanan Minimal (l,embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OI8 Nomor

2, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 61781;

Peraturan Pemerintatr Nomor 12 Tahun 2Ol9

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2079 Nomor 42, Tanrbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor L29 Tahun 2078

tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun Anggaran 2Ol9

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2078 Nomor 225l.;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2OI8

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 33);

23.

22.

24.

25.

26.
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27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan

Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2oll
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2oll
Nomor 310);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32

Tahun 2OLl tentang Pedoman Pemberian Hibah

dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera-h

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL

Nomor 450), sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tatrun 2078

tentang Pertrbahan Ketiga Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2077

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan

Bantuan Sosial yarg bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor a65l;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52

Tahun 2Ol2 tentang Pedoman Pengelolaan

Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tatrun 2Ol2 Nomor 75al;
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30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80

Tahun 2OLS tentang Pembentukan Produk

Hulmm Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2078

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor

157);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79

Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan

Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 5a7l;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62

Tahun 2077 tentang Pengelompokan

Kemampuan Keuangan Daerah serta

Pelaksanaan dan Pertanggungiawaban Dana

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol7 Nomor LO67l;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38

Tahun 2Ol8 tentang Pedoman Penlrusunan

Anggaral Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL8 Nomor 7OI);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79

Tahun 2OL8 tentang Badan Layanan Umum

Daerah (Berita. Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol8 Nomor l2l3l1,
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35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130

Tahr.rn 2018 tentang Kegiatan Pembangunan

Sarana dan Prasarana Kelurahan dan

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor

13e);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05

Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin

Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09

Tahun 2OI5 tentang Perubahan Keempat Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05

Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin

Tahun 2015 Nomor 09);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01

Tahun 2Ol2 tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Keda Badan Penanggular:rgan Bencana

Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah

Kabupaten Tapin Tahun 2072 Nomor 01);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12

Tahun 2Ol2 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Tapin Tahun 2Ol2 Nomor 12);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09

Tahun 2016 tentang Pembentuka:r dan

Susunan Perangkat Daerah (I*mbaran Daerah

Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09);

+
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42.

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09

Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten

Tapin Tahun 2017 Nomor 09, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01);

Peraturan Daeratr Kabupaten Tapin Nomor 08

Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahr.m Anggaran 2OL9

(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun

2018 Nomor O8);

Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tatrun 2008

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata

Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin

(Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2OO8

Nomor 02), sebagaimana telah diubah beberapa

kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin

Nomor 28 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 02

Tahun 2008 tentalg Pembentukan Organisasi

dan Tata Keda Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun

2015 Nomor 29);

43. Peraturan Bupati Tapin Nomor O6 Tahun 2016

tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksalaan

dal Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan

Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah

dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2076

Nomor 06); 
A ntr' t

4r.
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44. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

T\rgas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat

Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah

Kabupaten Tapin Tahun 2076 Nomor 25),

sebagaimana telah diubah beberapa kali,

teraktrir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor

31 Tahun 2Ol8 tentang Pembahan Kedua Atas

Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

T\rgas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat

Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah

Kabupaten Tapin Tahun 2018 Nomor 31);

Peraturan Bupati Tapin Nomor 48 Tahun 2Ol7

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata

Keqa Unit Pelaksarla Teknis Daerah Kabupaten

Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun

2017 Nomor 48);

Peraturan Bupati Tapin Nomor 30 Tahun 2Ol8

tentalg Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daeratr Tahun Anggaran 2019 (Berita

Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2078 Nomor

3O), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Bupati Tapin Nomor O2 Tahun 2Ol9

tentang Pembahan Atas Peraturan Bupati

Tapin Nomor 30 Tahun 2018 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daeratr Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah

Kabupaten Tapin Tahun 2OL9 Nomor 02);

45.

46.

/+
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN

KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR

30 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasa-l I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 30 Tahun

2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2Ol9 (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2018 Nomor

30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin

Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Tapin Nomor 30 Tahun 2OLB tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OI9 (Berita

Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2OI9 Nomor 02) diubah sebagai

berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2Ol9 berjumlah Rp1.187.394.127.188,OO dengan rincian

sebagai berikut:

1. Pendapatan

2. Belanja Daerah

Surplus/ (Defisit)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaal

b. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Netto Bp 21.925.891.689.00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan RpO,00

Rp 1. 164.309.835.499,00

Rp 1. 1 86.235.727. 1 88.00

Rp (21.925.891.689,00)

Rp 23.O84.291.689,00

Rp 1.158.400.000.00

/t
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c Ketentuan dalam Lampiran I. Ringkasan Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol9 diubah,

sehingga Lampiran I. Ringkasan Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol9 berbunyi

menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan dalam Lampiran Ia. Ringkasan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol9 Berdasarkan Rincian

Obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan diubah, sehingga

Lampiran Ia. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2019 Berdasarkan Rincian Obyek

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan berbunyi menjadi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ia yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan dalam Lampiran II. Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol9 pada Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kecamatan Tapin

Utara, Kecamatan Lokpaikat, Kecamatan Tapin Selatan, dan

Kecamatan Binuang diubah, sedangkan yang lainnya tidak

mengalami perubahan, sehingga Lampiran II. Penjabaran

Anggaran Pendapata:r dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2Ol9 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,

Kecamatan Tapin Utara, Kecamatan Lokpaikat, Kecamatan

Tapin Selatan, dan Kecamatan Binuang berbunyi menjadi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2079 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,

Kecamatan Tapin Utara, Kecamatan Lokpaikat, Kecamatan

Tapin Selatan, dan Kecamatan Binuang yang merupakal bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3.

4.
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Perafuran Bupati ini dengan penempatannya ddam Berita Daerah

Kabupaten Tapin.

Diundangkan di Rantau

pada riI 2019

KABUPATEN TAPIN,

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2OI9 NOMOR 04

Ditetapkan di Rantau

SETDA


